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Abstrak
Tujuan pokok penelitian ini adalah memahami apakah pola
hubungan patronase pada birokrasi pemerintah daerah dapat
diselaraskan dengan pola hubungan birokratis. Dengan pendekatan
kualitatif, penelitian telah dilakukan di Kota Cimahi, Jawa Barat-
Indonesia pada tahun 2016. Hasil penelitian adalah bahwa pola
hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan Kota Cimahi,
dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis melalui
pengembangan karir pegawai.Caranya, walikota tidak melakukan
“perloncatan” dalam pengembangan karier kliennya, melainkan
dengan “percepatan” agar tidak melanggar aturan kepegawaian.
Para birokrat tertentu dipromosikan berdasarkan prosedur
kepegawaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Wali kota
menggunakan wewenangnya secara etis dan ditunjang oleh sikap
partai yang tidak ikut campur. Dengan cara itu, pencapaian kinerja
pemerintah Kota Cimahi tidak terganggu. Bertolak dari simpulan
tersebut, peneliti mengajukan konsep baru yaitu “pola hubungan
patronase pada birokrasi pemerintahan daerah dapat diselaraskan
dengan pola hubungan birokratis sepanjang mengenai
pengembangan karier birokrat tertentu, jika kepala daerah
menggunakan wewenangnya secara etis, tidak mengabaikan
aturan kepegawaian, dan tidak ada campur tangan pihak luar.”
Kata kunci: patronase, birokrasi, walikota, karier, dan kinerja.
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untuk dikaji adalah adanya
pola hubungan patronase
dalam birokrasi pemerintahan
daerah. Pola hubungan ini
perlu dipelajari agar dapat
dikelola dengan tepat dan
bijak. Ten Dam (di Kausar,
2009: 163) berpendapat bahwa
ada pola hubungan patronase
di pemerintah daerah.   Hal
yang sama juga dinyatakan
Mardiyanto sebagai Menteri
Dalam Negeri (di Kausar,
2009: ix) bahwa budaya
patron-klien (patronase) di
birokrasi pemerintah daerah






karena tidak sesuai dengan
sifat birokrasi yang memiliki
pola hubungan birokratis. Pola
hubungan patronase memiliki





dan prosedural. Oleh karena








dapat dilakukan pada daerah
yang luas dengan karakter
budaya yang berbeda,
misalnya di daerah perkotaan,





penelitian ini hanya dilakukan
di Kota Cimahi. Selain itu, dari
hasil observasi awal, diketahui
bahwa dalam birokrasi
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tentang objek yang diteliti
secara alami. Sedangkan
teknik penyajian hasil









Cimahi lainnya. Data yang
dikumpulkan terdiri dari data
primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari
pengamatan dan wawancara
dengan informan yang terdiri







informasi yang tidak terlihat
dan tidak dapat diamati
seperti karakter, keyakinan,
sistem nilai, kepentingan











secara rinci dan selengkap
mungkin; konfirmasi kepada
check-recheck setiap data yang
dikumpulkan. Agar
mendapatkan tingkat
kepercayaan yang tinggi dari
data, peneliti menggunakan
empat (4) jenis triangulasi,
yaitu triangulasi sumber,
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proposisi yang telah dibuat
dengan teori/konsep atau






patronase sudah dilakukan di
beberapa daerah dengan basis
yang berbeda. Dari Kausar
(2009: 21) diperoleh informasi
tentang penelitian yang telah
dilakukan di Indonesia, yaitu:
1) Penelitian pola patronase
berbasis kehidupan
bangsawan (karaeng-ata)
dan penguasaan tanah di
Sulawesi Selatan yang
dilakukan oleh Mudyono
pada tahun 1978, Effendi
pada tahun 1981, dan
Fatmawati pada tahun
1996.




Selatan yang dilakukan oleh
Sallatang 1982.
3) Penelitian pola patronase
berbasis pertanian (petani
kecil- besar) di Jawa Barat
yang dilakukan Rusidi 1989;











dilakukan oleh peneliti saat











birokratis. Oleh karena itu,
penelitian yang dilakukan
sekarang dalam posisi sebagai












'patronase' adalah istilah lain
dari hubungan patron-klien.
Istilah ini berasal dari bahasa
Latin: patronus dan cliens.
Berdasarkan kamus Latin
(Prent, 1969: 143 dan 615),
patronus berarti 'pelindung',




khusus antara seseorang yang
melindungi (biasanya
bangsawan) dengan orang
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yang dilindungi (biasanya
orang jelata). Istilah lain yang





patronase ada juga pada basis
kehidupan yang lebih luas.
Misalnya, selama periode









sekarang, meskipun tidak ada
istilah yang sama dengan
istilah seperti yang digunakan
pada periode kerajaan, namun
peran patron-klien masih ada.





bersama antara pelaku yang
mengendalikan sumber daya
yang tidak sama. Sifat dari
hubungan patronase ini
vertikal-hirarkis. Patron
berada pada posisi atas dari
klien karena kekuatan sumber
daya yang  jauh lebih besar
dari sumber daya yang dimiliki
oleh klien. Oleh karena itu,
dalam pola hubungan ini,
patron lebih diuntungkan
daripada klien dan klien
berada dalam posisi lemah
sehingga tergantung pada



















2) Meskipun hubungan   ini
memiliki sifat instrumental
untuk perhitungan laba




3) Sifat hubungan ini
fleksibel dan luas. Sifat
luas hubungan ini tidak
dalam hubungan kerja,




dalam bentuk uang atau
barang, tetapi juga
kekuasaan dan kekuatan.
Dengan karakteristik  ini,




pejabat di berbagai posisi
hirarkis (atasan-bawahan).





kedekatan antara pejabat di
bawahnya. Karena
kedekatannya, para pejabat
yang posisinya lebih rendah
mendapatkan perlakuan
khusus dari pejabat yang lebih
tinggi, misalnya perlindungan,
penyediaan fasilitas, atau
promosi ke posisi yang lebih
tinggi / strategis dengan cara
yang khusus. Di sisi lain,
pejabat yang memiliki posisi
yang lebih tinggi (patron) juga
mendapatkan perlakuan
khusus dari bawahannya
(client), antara lain loyalitas,
dedikasi, dan dukungan
pribadi.
Dari hasil penelitian di
Cimahi, peneliti memperoleh












pejabat tertentu yang sangat
dekat dengannya. Hubungan
patronase dapat dikenali dari
cara walikota dalam
menempatkan pejabat tersebut
pada posisi yang dianggap
strategis. Meskipun perlu
dicatat, bahwa walikota tidak
melakukan dengan cara
mencolok. Diakui juga
informan bahwa ia termasuk
pejabat yang dekat dengan
walikota. Informasi dari
informan ini hanya tentang
hubungan patronase walikota
dengan birokrat tertentu,
karena tanda fenomena ini
relatif mudah untuk dilihat,
yaitu melalui pengembangan
karir pejabat dengan cara
khusus. Sementara hubungan
patronase antar pejabat












bersama antara aktor dan
sifatnya vertikal-hierarkis, itu
dapat diartikan, bahwa pola
hubungan patronase ada pada
birokrasi pemerintahan Kota






dimaksud bawahan di sini
adalah pejabat daerah dari
sekretaris daerah ke bawah.
Terkait hal ini, Scott dan











memberikan   loyalitas,
dedikasi, dan dukungan untuk
walikota, sementara walikota
memberikan perhatian khusus
yang dirasakan signifikan oleh
bawahan. Misalnya, posisi
yang strategis, perlindungan,
dan fasilitas. Dalam hal ini,
walikota memiliki kewenangan
besar untuk menentukan karir




Karena itu, mereka berusaha
menunjukkan loyalitas dan
dedikasi terbaik untuk













pengguna jasa, tetapi loyalitas
kepada atasan sebagai pribadi.
Jika itu terjadi, maka hal itu
berpengaruh buruk pada
kualitas pelayanan publik,





dan fleksibilitas dari klien
dalam melaksanakan perintah
patron. Di Cimahi, informan
memiliki pengalaman bahwa












kedua belah pihak. Akhirnya,




juga telah merasa terbantu.
Perusahaan ini dilindungi dari
kepastian hukum mengenai





negatif dari patronase pada
pelayanan publik dapat
diminimalkan dengan sikap




bahwa walikota adalah tipe
orang yang tidak ingin
menimbulkan keributan
karena kebijakannya. Oleh
karena itu, meskipun ia
memiliki otoritas besar, tetapi





diterima dari informan lain
yang menjelaskan bahwa ia
adalah seorang pegawai yang
merasa dekat dengan walikota.
Ia diperhatikan oleh walikota,








tidak ingin melanggar aturan




diketahui bahwa informan ini
masih muda tapi bisa
menempati posisi yang
biasanya dipegang oleh
karyawan yang sudah berusia
relatif tua (menuju pensiun).
Dia diberi kepercayaan oleh
walikota, bisa jadi selain
karena kedekatannya dengan
walikota, tetapi juga karena
kompetensinya. Cara ini
memberikan kesan kepada
peneliti bahwa walikota bisa
menyesuaikan hubungan




Bawahan dinilai tidak hanya
karena kedekatan pribadi
dengan dia, tetapi juga






hanya untuk dirinya sendiri
tetapi juga untuk keluarganya.
Istrinya juga ditempatkan di
instansi yang banyak diminati
oleh karyawan lain pada
umumnya. Informasi ini
menguatkan temuan Scott (di
Kausar, 2009: 17), bahwa sifat
dari pola hubungan patronase
adalah 'fleksibel dan luas. "
Informasi selanjutnya dari
informan lain yang mengklaim
bahwa ia tidak terlalu dekat
dengan walikota seperti
pejabat tertentu lainnya, tapi
ia bersyukur telah diposisikan
di eselon III yang dia sendiri
tidak tahu persis alasannya.
Dari hasil pengamatannya, ia
tahu bahwa dalam




tetapi ia tidak bisa
menerangkan dengan jelas
karena dirasakan tidak
mencolok dan tidak menarik
perhatian bagi dirinya sendiri.
Dengan pengamatan peneliti
teraba bahwa   informan ini




































yang tidak terlihat tidak bisa
diungkapkan. Meskipun perlu
dicatat bahwa pola patronase

















termasuk pegawai negeri sipil.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Daerah di Cimahi pada
tahun 2014 adalah 5.719
orang yang tersebar di 17
instansi pemerintah daerah.
Di kota ini telah
dilakukan dua (2) kali pemilu
walikota secara langsung pada
tahun 2007 dan 2012. Saat
penelitian dilakukan, Cimahi
dipimpin oleh Walikota Atty
Suharti, S.E dan Wakil
Walikota  Drs. Sudiarto, S.E,
Ak untuk periode 2012-2017.
Sebelumnya, yang menjadi
walikota Cimahi adalah Bp.
Itoch Tochija, birokrat senior,
suami Ibu Atty (walikota saat
ini).
Terkait dengan hal ini,
seorang informan mengatakan











Cimahi adalah faktor politik,
dalam hal ini pemilihan
walikota secara langsung
(dipilih oleh semua warga
kota). Pada proses pencalonan,
calon walikota dibantu oleh
tim sukses untuk
memenangkan pemilu. Pada
waktu itu, beberapa birokrat
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tertentu telah mendukungnya
secara tidak langsung. Pada
periode sebelumnya birokrat
itu tidak terlibat dalam
pemilu, karena calon kepala








kegiatan itu. Mereka tidak
berkapasitas sebagai anggota
tim sukses, tapi sebagai
simpatisan (secara tidak
langsung mendukung). Kondisi




potensi birokrat begitu besar
terutama melalui kerja mereka
yang dapat mempengaruhi
juga pemilih lainnya. Oleh
karena itu, birokrat tertentu
diminta dukungannya kepada




salah satu calon (netral).
Sebagian besar dari
birokrat memiliki posisi yang
sulit karena mereka harus
netral. Itu sebabnya, ada





lainnya pasif. Para birokrat
aktif, merasa bahwa mereka
perlu untuk membantu
kandidat yang akan
memberikan harapan di masa
depan untuk kesejahteraan
yang  lebih baik bagi
masyarakat (sebagai alasan
obyektif) dan untuk diri




Sementara yang lain pasif
karena takut mendapatkan
risiko politis jika dukungan
mereka salah.
Pola hubungan patronase














hubungan ini ada 'transaksi'
dalam bentuk keuntungan
bagi kedua belah pihak.
Penempatan di posisi





tidak menjadi masalah. Pada
batas tertentu pola patronase
dapat memiliki dampak positif
pada proses manajemen
pemerintahan, misalnya,
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menimbulkan kekompakan
kerja. Tetapi jika tidak
terkendali (melampaui batas),






diberikan kepada atasan yang






itu, apakah ada faktor lain?
Sehubungan dengan ini,
informan lain menjelaskan
bahwa ia merasa dekat dengan
walikota sekarang sejak dekat
dengan walikota sebelumnya.
Kedekatannya terjadi karena
sebagai tenaga staf, dirinya
telah berupaya memberikan








teori saling ketertarikan yang
dikemukakan Donald E. Allen,
Rebecca F. Guy, dan Charles
K. Edgley (di Ahmadi, 1999:
229), antara lain teori
interaksionis. Menurut teori
interaksionis, seseorang akan
tertarik oleh orang lain karena
ada sesuatu yang saling
menguntungkan. Dalam hal
ini, mungkin walikota tertarik
dengan pelayanan yang baik
dari staf tersebut, dan staf ini
merasa diuntungkan karena




pendapat Kausar (2009: 97)
bahwa hubungan pengabdian
ini dapat terjadi karena
kesamaan ideologi, almamater,
kekerabatan, persahabatan,
suku, dan budaya lokal yang
dimiliki oleh patron dan klien.
Dalam hubungannya dengan










atasannya. Dia memiliki nilai
loyalitas yang mempengaruhi
kepribadiannya, dan berasal
dari budaya masyarakat di
mana ia lahir dan hidup. Hal
ini berhubungan dengan
pendapat Fred Luthans (1995:
496-497), bahwa orang-orang
dipengaruhi oleh budaya




dan keyakinan yang telah
dipelajari. Nilai loyalitas yang
dimiliki orang Sunda ini, dapat
diketahui antara lain dari
pribahasa 'teu ngijing sila
bengkok sembah' (setia pada




atasan), dan 'guru, ratu, wong
atua karo' (hormat kepada




hanya tertuju pada karyawan
bawahan, tetapi juga pada
walikota. Dengan pendekatan
empati, teraba bahwa walikota




'ari diarah supana kudu
dipiara catangna' (jika ingin
mendapatkan manfaat dari
sesuatu, maka sesuatu itu
harus dirawat dengan baik).
Selainitu, ada peribahasa yang
dapat digunakan seorang
pemimpin 'congo-congo  ku
amis, mun rek amis ge puhuna'
(bagaimana anak-anak atau
pengikut dapat berperilaku





individual yang dimiliki aktor











1) politik, dalam hal ini
pemilihan walikota secara
langsung; dan




hal ini budaya Sunda.
Penyelarasan Pola Hubungan




kegiatan partai politik yang
anggotanya terdiri dari
berbagai kelompok












dengan menekan calon kepala
daerah terpilih.
Untungnya, kekhawatiran
mereka tidak ditemukan di
Cimahi, karena pemimpin




bahwa walikota Atty memiliki
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tahun 2012 diusung beberapa









positif dari partai politik'
dalam mengembangkan karir
bawahan walikota. Kesan yang
muncul antara lain bahwa
walikota pandai dalam




menyadari bahwa di zona ini,
mereka menyadari tidak





















tertentu dari eselon V
langsung ke eselon III (tanpa
melalui eselon IV), tapi setelah
itu tidak terjadi lagi sampai
sekarang, meskipun tidak
diketahui apa alasannya.
















gradual). Cara ini hanya
terjadi sekali seperti yang
dikemukakan oleh informan.
Meskipun penempatan pejabat
dari eselon V langsung ke
eselon III tanpa duduk
sebelumnya di eselon IV tidak
melanggar norma manajemen
personalia, selama karyawan
tersebut memiliki nilai yang
baik dan kompetensi yang
tepat; tapi, cara ini bisa
mengakibatkan cemburu
pegawai lain dan mengganggu
suasana harmonis. Entah
karena latar belakang apa,
peristiwa ini terjadi hanya
sekali dan tidak pernah terjadi
lagi sampai sekarang. Setelah
itu sampai sekarang, walikota









di sini adalah bahwa personil






waktu yang tidak terlalu lama.
Mirip dengan informasi













beberapa hal tertentu dapat
meningkat.
Penjelasan dari informan




sentuhan etika, sehingga tidak
mengganggu pola hubungan
birokratis. Kemampuan untuk
mengemas pola patronase ini
berkaitan dengan kompetensi
etiknya. Yang dimaksud




dan keterampilan etik untuk
melakukan sesuatu yang
bernilai baik secara moral

















kandidat lain selama masa
pencalonan.





bawahan. Birokrat yang tidak
membantu pencalonan dirinya
tidak diturunkan dari posisi
mereka, tetapi hanya
ditempatkan di pos  lain
dengan eselon yang sama.
Misalnya, dari Kepala Dinas
(eselon IIb) digeser ke pos Staf






dinilai masih dalam batas-
batas wajar (rasional), karena
tidak bersikap emosional
(balas dendam).














senioritas di sini adalah tahun
kelulusan dari almamater.
Misalnya, siA yang lulus pada
tahun 2000 dianggap lebih
senior daripada siB yang lulus
pada tahun 2005. Menurut
etika budaya alumni, sulit
untuk diterima jika siB
dipromosikan dalam posisi




Tentang hal ini, seorang
informan yang merupakan
lulusan IPDN dan sekarang
dudukdi eselon IV menyatakan
bahwa walikota sering
memperhitungkan senioritas
dalam setiap acara promosi
pegawai. Dia pernah diminta










kelompok alumni itu. Etika
alumni dalam pengembangan




Sebagai hasil dari kebijakan
walikota, sikap alumni




sering terjadi di daerah lain.
Dampaknya, kekompakan





kesan kepada peneliti bahwa
walikota tajam dan sensitif
dalam melihat situasi. Dia
dapat mempelajari budaya
kelompok karyawan. Di tempat
lain, biasanya terjadi ketidak-
harmonisan dalam hubungan
antar alumni STPDN/IPDN
karena kepala daerah tidak
memperhitungkan senioritas
ketika  ia akan
mempromosikan anggota
kelompok itu. Sering terjadi
penempatan junior yang
membawahi seniornya.
Memang, kebijakan seperti itu
tidak bertentangan dengan
norma manajemen personalia
jika junior memenuhi syarat,





penilaian yang tidak baik
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sedikit berbeda dengan gaya
kepemimpinan pendahulunya.





muncul dalam bentuk yang
lebih berani. Hal ini sedikit
berbeda dengan Ibu Aty
(walikota saat ini), meskipun
prinsip hubungan patronase
adalah sama dengan
suaminya, tetapi berbeda dari
cara penerapannya, yaitu lebih
















Undang-Undang Nomor  5
tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, PNS dievaluasi
kinerjanya secara individual
melalui penilaian Pencapaian
Sasaran Kerja Pegawai dan








kinerja yang dibuat pada awal
tahun fiskal dengan mengacu
pada uraian pekerjaan,








internal dan layanan eksternal
organisasi. Integritas










ideologi Pancasila dan UUD










setiap aset negara yang
dipercayakan kepadanya.
Kerjasama merupakan
Jurnal Caraka Prabu | Volume 01 | No. 01 | Juni 2017
17
indikator kemampuan
karyawan untuk bekerja sama
dengan karyawan lain baik
secara vertikal maupun
horizontal, di dalam dan di





merupakan   indikator
karyawan yang menunjukkan
sikap teladan, mengatur
























seperti yang telah ditunjukkan
pendahulunya. Kedua, hasil
karya pemerintah daerah di
bawah kepemimpinan walikota
pendahulunya dipertahankan
dan ditingkatkan oleh walikota
saat ini. Meski masih banyak
harapan warga kota yang
belum terpenuhi, namun
informan mengakui bahwa
kinerja pemerintah kota terus
meningkat. Contoh yang dapat
dirasakan antara  lain dalam









penilaian yang tidak begitu
baik. Sebagai warga kota yang
telah hidup selama 16 tahun
di Cimahi,  informan ini
melihat bahwa selama  6
(enam) tahun belakangan ini,
kemajuan Cimahi tidak
signifikan seperti di daerah
lain. Pembangunan
infrastruktur, penataan pasar,
dan ekonomi prorakyat belum
begitu baik. Cimahi di bawah
kepemimpinan Walikota Atty,
menurut penilaiannya berjalan
di tempat. Kinerja pemerintah
Cimahi belum memuaskan
semua pihak.
Hal itu diakui juga oleh
pemerintah daerah. Masih































dengan daerah lain; dan




















1) Indeks Pendidikan (IP):
71,55 pada tahun 2012,
meningkat menjadi
73,58 pada tahun 2013,
dan meningkat menjadi
74, 02 tahun 2014;
2) Indeks Kesehatan (IK):
82,38 pada tahun 2012,
meningkat menjadi
82,40 pada tahun 2013,
dan meningkat menjadi
82,41 pada tahun 2014;
3) Indeks Daya Beli (IDB):
71,55 pada tahun 2012,
meningkat menjadi
71,98 pada tahun 2013,
dan meningkat menjadi









76,06 pada tahun 2014;










Dari uraian di bagian ini,
peneliti dapat menyimpulkan







Keselarasan dari dua jenis
polahubungan ini diupayakan









pertimbangan etis dan tidak
mengabaikan prosedur
kepegawaian. Selain itu,
walikota dibantu oleh sikap
positif dari para pemimpin














tertentu (klien) yang dapat





disebabkan oleh 2 (dua) faktor,
yaitu:
1) politik, dalam hal ini
pemilihan walikota secara
langsung; dan
2) sistem nilai pribadi dari
pelaku (patron dan klien)
yang berasal dari budaya
masyarakat sekitar, dalam
hal ini budaya Sunda.
Penyelarasan pola




dengan cara yang etis dan
disesuaikan dengan aturan
manajemen personalia, serta
dibantu oleh pemimpin partai

















formal, dan tidak  ada




bahwa konsep baru yang
diangkat masih berdasarkan
pemerintahan daerah di Kota
Cimahi. Selain itu, pola
hubungan patronase yang





lainnya, belum diteliti. Selain
itu, tanda adanya hubungan
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patronase yang bisa terlihat
hanya sekitar pengembangan
karir klien. Tanda-tanda lain
belum bisa terungkap. Oleh
karena itu, agar penelitian
memiliki transfer abilitas yang
kuat, dianjurkan untuk
dilakukan penelitian serupa di
lokasi-lokasi lain.
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